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ABSTRAK

Korupsi merupakan ekstraordinary crime. Indonesia telah meratifikasi 
Konvensi PBB Anti Korupsi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur mekanisme pengembalian aset hasil 
tindak pidana korupsi. Mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi 
dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni melalui jalur perdata, jalur pidana dan jalur 
diplomatik. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai Pengembalian 
aset Hasil Korupsi Indonsia di Luar Negeri melalui jalur Diplomatik berdasarkan 
Konvensi PBB anti Korupsi tahun 2003.

Kata Kunci: Aset, Korupsi, Konvensi PBB Anti Korupsi 2003
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ABSTRACT

Corruption is an ekstraordinary crime. Indonesia has ratified the United 
Nations Convention Against Corruption byLaw Numher 7 year 2006. Law No. 20 
2001 regulates corruption of asset recovery mechanism. Corruption asset recovery 
mechanism carried out through three approaches, namely from the civil, criminal 
and path diplomatic channels. This study aims to give an idea of the corruption 
returns results Indonsia foreign assets through diplomatic channels by against the 
United Nations against the corruption Convention in 2003.

Key word : Asset, Corruption, Diplomatic,United Nation Convention Against 
Corruption 2003
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan sangat khawatir atas 

masalah korupsi serta ancaman yang diakibatkannya bagi stabilitas dan keamanan 

masyarakat, yang merusak lembaga-lembaga, nilai-nilai etika dan keadilan serta 

menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakan hukum; terutama 

dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat 

merupakan bagian penting dari sumber-sumber Negara dan yang dapat 

mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan bagi Negara-negara 

tersebut. Oleh karena itu, PBB berketetapan untuk mencegah, mendeteksi dan 

menghambat transfer Internasional atas aset yang diperoleh secara tidak sah 

dengan cara yang lebih efektif dan untuk memperkuat keijasama internasional 

dalam pengembalian aset.

Dana publik di Indonesia yang hilang akibat korupsi sangat besar. Pada 

tahun 1995 , menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terjadi 358 

kebocoran dana negara senilai Rp. 1.062 triliun. Pada tahun 1996 BPK 

melaporkan adanya kebocoran dana pada 22 Departemmen dan Lembaga 

Departemen dengan total nilai Rp 322 miliar. Menurut laporan 

penyimpangan uang negara sudah mencapai Rp. 166,53 Triliun atau sekitar 50 

persen dari anggaran Pembangunan dan Belanja Negara tahun 2003. Dalam 

semester satu tahun 2004 BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap 377 proyek

i

non-

BPK

Alinea ke tiga dan alinea ke delapan Mukadimah Konvensi Perserikatan Banesa-Banesa 
Anti Korupsi tahun 2003
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dan aset dengan nilai Rp. 1312 triliun. Dari jumlah tersebut BPK menemukan 

penyimpangan sekitar Rp. 37,4 triliun atau 2,85 % dari nilai keseluruhannya.

peraturan perundang-undanganDalam sejarah perkembangan 

pemberantasan tindak pidana korupsi ada beberapa ketentuan pengembalian dan 

mekanisme pegembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Ketentuan-ketentuan

tersebut antara lain diatur dalam peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-

08/1957 tanggal 27 Maret 1957 tentang Penilikan terhadap harta benda; Peraturan 

Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-011/1957 tanggal 1 Juli 1957; Peraturan 

Penguasa Perang Angkatan Darat Nomor : Prt/Peperpu/013/95 tanggal 16 April

1958 tentang pengusutan , Penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

dan Penilikan Harta Benda; UU Nomor 24 Prp tahun 1960 tentang pengusutan, 

penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah 

Nomor: 11 Tahun 1947 juncto Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 1948 

tentang Mengurus Barang-barang yang dirampas dan Barang Bukti; UU Nomor 3 

Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur pengembalian aset hasil 

tindak pidana korupsi dalam beberapa pasalnya. UU Nomor 3 Tahun 1971 

kemudian diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian diubah lagi 

dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001, proses pengembalian aset hasil 

tindak pidan korupsi dilakukan melalui dua pendekatan yakni Melalui Pendekatan 

Perdata dilakukan oleh Jaksa selaku Pengacara Negara dan Pendekatan Pidana 

melalui proses penyitaan dan perampasan.

2 Kompas, Penyelewengan Uang Negara Makin Mencemaskan, 20ktober 2004 
http://www.kompas.com/kompas-cetak /0410/02/Focus/1296934.htm.diakses pada 22 September 
2009

http://www.kompas.com/kompas-cetak
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Purwaning M Yanuar membagi pengembalian aset hasil korupsi melalui 

tiga jalur, yaitu : jalur hukum pidana, jalur hukum perdata serta malului jalur 

administrasi/politik atau dengan kata lain melalui jalur diplomatik.3 Pengembalian 

aset melalu jalur pidana menggunakan tiga (3) tahapan :

1. Tahap pertama yakni pelacakan aset. Pelacakan aset bertujuan 

mengidentifikasi aset , lokasi penyimpananaset, bukti kepemilikan aset 

dan hubungannnya dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. Tahap kedua yaitu pembekuan atau perampasan aset. Menurut Konvensi 

PBB Anti Korupsi tahun 2003, pembekuan atau perampasan berarti 

larangan sementara untuk mentransfer, mengonversi, mendisposisi atau 

memindahkan kekayaan atau untuk sementaradianggap sebagai ditaruh di 

bawah perwalian atau dibawah pengawasan berdasarakan perintah 

pengadilan atau badan berwenang lainnya.4

3. Tahap ketiga yaitu penyitaan aset-aset. Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 

20035 memberikan pengetian penyitaan, termasuk penerahan manakala 

diperlukan , adalah pencabutan kekayaan secara permanen berdasarakan 

perintah pengadilan atau otoritas yang berkompeten lainnya.6

Pengembalian aset melalui jalur perdata adalah melalui gugatan perdata. 

Pengajuan gugatan perdata dinilai sangat ampuh untuk langsung menyerang para 

pelaku tindak pidanana dalam upaya pengembalian aset-aset hasil tindak pidana

3 Punvaning M Yanuar,Pengembalian Aset Hasil Korupsi,(Bandung:Penerbit P.T 
Alumni, 2007), hlm 206

4 Bab I Pasal 2 (f) Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003
UNCAC diadopsi oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi 58/4 tanggal 31 

Oktober 2003
6 Pasal 2 (g) Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003
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korupsi.7 Pengembalian Aset melalui jalur administrasi/politik dilakukan melalui 

upaya diplomatik dan diskusi/negosiasi bilateral.

Menurut Sumaryo Suryokusumo Diplomasi adalah kegiatan politik dan 

merupakan bagian dari kegiatan Internasional yang saling berpengaruh dan 

kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi Internasional untuk 

mencapai tujuan-tujuannya, melalui perwakilan atau organ-organ lainnya. 

Diplomasi berusaha menciptakan kesesuaian dan mendamaikan perbedaan- 

perbedaan dengan melakukan mediasi dan negosiasi antar negara dengan baik dan 

cerdik.9 Kualitas dan keberhasilan politik luar negeri tidak bergantung pada 

tujuan yang abstrak melainkan pada pelaksanaan diplomasi yang nyata melalui 

berbagai cara, yaitu dengan menyebarluaskan kebijakan yang diambil, 

menjelaskammya, dan merundingkan persetujuan-persetujuan yang menjamin 

keamanan negara, baik perang maupun damai.10

Pengembalian Aset Hasil Korupsi Indonesia di Luar Negeri merupakan 

bagian dari pencegahan dan pemberantasan Korupsi. Dengan berhasilnya 

pengembalian Aset Indonesia maka dapat mengembalikan kekayaan Negara yang 

dapat dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia sesuai dengan alinea ke 4 

(empat) Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam kesempatan ini penulis mencoba 

mengangkat tema skripsi dengan judul : "PENGEMBALIAN ASET HASIL

8

KORUPSI INDONESIA DI LUAR NEGERI MELALUI JALUR

7 Op. C/7., hlm 248
* Sumaryo Suryokusumo, Praktik Diplomasi,(Bandung: Bp.IBLAM),2004, hlm 54 

Syahmin AK, Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analitis,(Jakarta:Rajawali
Pers, 2008), hlm 7 

10 Ibid
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DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI PBB ANTI KORUPSI

TAHUN 2003”.

B. PERUMUSAN MASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas timbul beberapa masalah yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini. Masalah-masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana Prosedur PengembaLian Aset Indonesia di Luar Negeri 

Melalui jalur Diplomatik Berdasarkan Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) anti Korupsi tahun 2003 yang diratifikasi 

Indonesia dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 dengan 

melakukan Pensyaratan11 terhadap pasal 66 ayat 2?

2. Seberapa efektif Pengembalian Aset Indonesia di Luar Negeri 

Melalui jalur Diplomatik?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis prosedur pengembalian aset hasil korupsi Inonesia di 

Luar Negeri melalui jalur Diplomatik.

2. Menganalisis efektifitas Pengembalian Aset Hasil Korupsi 

Indonesia di Luar Negeri menggunakan jalur Diplomatik.

Pensyaratan adalah pernyataan sepihak suatu Negara untuk tidak menerima berlakunya 
ketentuan tertentu pada perjanjian Internasional dalam rumusan yang dibuat ketika 
menandatangani, menerima, menyetujui atau mengesahkan suatu perjanjian Internasional 
bersifat multilateral

yang
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Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis diharapkan tulisan ini dapat berguna bagi para 

akademisi, praktisi, dan instansi-instansi terkait, serta dapat 

dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang 

hukum Internasional pada umumnya, serta hukum Diplomatik pada 

khususnya, serta menambah wawasan bagi penulis maupun 

pembaca.

D. METODE PENELITIAN

I. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif karena dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara bahan pustaka atau data sekunder belaka.12

II. Pendekatan

Dalam studi ini penulis menggunakan pendekatan komparatif dari bahan

hukum berupa United Nation Convention Against Comption tahun 2003

dengan Undang - Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - 

Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi 

III. Bahan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian 

normatif Dalam hal ini penulis meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri 

dari :

12 Soeijono Soekamto., Pengantar Penelitian Hukum., Ul-Press, Jakarta,Cet ketiga., hlm.
51
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1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang 

digunakan untuk mengkaji PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI 

INDONESIA DI LUAR NEGERI MENGGUNAKAN JALUR

DIPLOMATIK, bahan hukum ini adalah :

A. United Nation Convention Against Coruption13

B. Undang - Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 

No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

C. Putusan - putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum

Tetap

2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai kedudukan bahan hukum primer, yang meliputi

literatur, hasil penelitian karya ilmiah, artikel dan hasil karya seminar

dan pertemuan ilmiah lainnya serta ketentuan-ketentuan lain yang

memiliki keterkaitan dan relevan dengan objek kajian penelitian..

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder , 

bahan hukum ini meliputi kamus hukum, majalah, Koran dan jurnal 

ilmiah yang relevan cengan penelitain ini.

IV. Tehnik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penulisan skipsi ini menggunakan metode normatif jadi penelitian 

didapatkan melalui studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum

13 UNCAC diadopsi oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi 58/4 tanecal 31 
Oktober 2003
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primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum 

diperoleh melalui penelusuran terhadapa sumber bahan hukum, buku, hasil 

penelitian yang bersifat empirik deskriptif tentang permasalahan yang

akan dibahas.

V. Analisis Bahan

Pada penelitian ini Penafsiran data dilakukan dengan content analisis.

Yakni, bahan hukum yang telah dikumpulkan atau dikompilasi dari

deduksi ke induksi akan ditafsirkan melalui teori-teori hukum, asas-asas

hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian yang dapat berupa

peraturan penmdang-undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum dan

karya tulis ilmiah di bidang hukum lainnya.
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